
 

 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR  12  TAHUN 2013 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang  : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 

09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 
01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
01). 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan Daerah :  Rp.  1.170.014.739.487,00 
2. Belanja Daerah Surplus/ 

(Defisit) 

: Rp.  1.225.473.057.972,00 

(Rp.      55.458.318.485,00) 
   

3. Pembiayaan Daerah :   

a. Penerimaan : Rp.       99.458.318.485,00 
b. Pengeluaran : Rp.       44.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto : Rp.       55.458.318.485,00 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

:  Rp.                               ,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri : 

a. Pendapatan Asli Daerah   sejumlah Rp. 154.722.198.487,00 
b. Dana Perimbangan  sejumlah Rp. 819.292.541.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah.  

sejumlah Rp. 196.000.000.000,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  sejumlah Rp.   25.710.468.487,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.   14.511.230.000,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 

sejumlah Rp.   51.000.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah. 

sejumlah Rp.   63.500.500.000,00 

   
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak sejumlah Rp. 168.900.000.000,00 
b. Dana Alokasi Umum  sejumlah Rp. 164.136.721.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.   26.255.820.000,00 
   

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp.                           ,00 

b. Dana Darurat sejumlah Rp.                           ,00 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.   97.000.000.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus. 

sejumlah Rp.   99.000.000.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi 

atau dari Pemerintah Daerah 
lainnya. 

sejumlah Rp.                           ,00 

   

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 623.950.339.986,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 601.522.717.986,00 

   
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  566.741.259.986,00 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.                          0,00 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.                          0,00 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.    10.477.420.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.      5.032.000.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.      3.000.000.000,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.    36.199.660.000,00 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.      2.500.000.000,00 
   

(3) Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:  

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.    78.534.316.941,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.  281.856.244.071,00 
c. Belanja Modal sejumlah Rp.  241.132.156.974,00 
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Pasal 4 
   

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp.    99.458.318.485,00 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.    44.000.000.000,00 

   
(2) Penerimaan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SILPA).   

sejumlah Rp.    99.458.318.485,00 

b. Pencairan Dana Cadangan. sejumlah Rp.                        00,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan. 

sejumlah Rp.                        00,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.                        00,00 

e. Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman. 

sejumlah Rp.                        00,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.                        00,00 

   
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan  sejumlah Rp.    10.000.000.000,00 
b. Penyertaan modal (investasi) 

Pemerintah daerah. 

sejumlah Rp.    34.000.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.                        00,00 
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.                        00,00 

 

Pasal 5 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi daerah); 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun  
anggaran ini; 
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12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13. Lampiran XIII Daftar Dana Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. 

Ditetapkan  di Martapura......... 
pada tanggal 2 Desember 2013 

BUPATI BANJAR, 

ttd 

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 26 April 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

                               ttd 

                    H. NASRUN SYAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  TAHUN 2013  NOMOR 12 
 

Salinan sesuai dengan aslinya : 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

                    ttd 

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH 
NIP.19751108.199903.2.005 

 
 

 

 


